
 

 

 

 
 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU  
 

 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR  34   TAHUN 2017 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
BUPATI BENGKULU UTARA,  

 

Menimbang : a. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

b.  

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2017, 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016, sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016. 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bengkulu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016. 

 
 

Mengingat 

 

: 
 

1. 

 
 

 

 
 

2. 

 
 

 

 

 

 

Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);  
 

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 

SALINAN 



  

3. 

 

 
 

 

4. 

 
 

 

 
 

5. 

 
 

 

 
 

6. 

 

 
 

 

7. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
8. 

 

 
 

 

 
9. 

 

 
 

 

10. 
 

 

 

 
 

11. 

 
 

 

 
 

 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4022); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4027); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
 

 



  

12. 

 

 
 

 

 

 
13. 

 

 
 

 

 
14. 

 

 
 

 

 

 
 

 

15. 
 

 

 
 

16. 

 
 

 

 

 
 

 

17. 
 

 

 
18. 

 

 
 

 

 
 

19. 

 

 
 

 

20. 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuagan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4503); 

 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);  

 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Nomor 9); 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 

172Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 17); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun Anggaran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 10); 

 



  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2016. 

 
Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri dari : 
 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp.     67.645.644.022,72 
b. Transfer Pusat/Dana Perimbangan  Rp.   895.267.114.636,00 

c. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya  Rp.   130.594.550.000,00  

d. Transfer Pemerintah Propinsi  Rp.     28.368.829.649,18 
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp.                           0,00 

                                   Jumlah Pendapatan  Rp.1.121.876.138.307,90 

 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai  Rp.   489.507.916.078,30 

2) Belanja Barang dan Jasa   Rp.   250.360.966.520,00 
3) Belanja Subsidi  Rp.       739.236.800,00 

4) Belanja Hibah  Rp.       7.135.397.941,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.          230.000.000,00 
6) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.                           0,00 

                                  Jumlah  Rp.  747.973.517.339,30 

 
b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah  Rp.                         0,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin  Rp.    31.101.163.060,72 

3) Belanja Gedung dan Bangunan  Rp.    22.782.650.900,00 
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  Rp.  167.394.824.936,00 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya  Rp.         279.084.600,00 

                                           Jumlah  Rp.  221.557.723.496,72 
 

c. Belanja Tak Terduga  Rp.             5.288.628,00 

                                Jumlah Belanja  Rp.  969.536.529.464,02 
 

3. Transfer  

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah  Rp.      1.229.500.000,00 
 

b. Transfer Bantuan Keuangan  

1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp.  202.576.538.742,76 
2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya  Rp.      1.324.965.600,00 

          Jumlah Transfer   Rp.  203.901.504.342,76 

 

 Surplus/(Defisit)  Rp.   (52.791.395.498,88) 
 

4. Pembiayaan 

a. Penerimaan  Rp.   132.524.626.716,47 
b. Pengeluaran  Rp.                           0,00 

                  Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.   132.524.626.716,47 

 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 

 (SILPA)  Rp.     79.733.231.217,59 



  

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini. 

 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bengkulu Utara ini. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

 

 
Ditetapkan di  Arga Makmur 

pada tanggal    3 Oktober 2017                    

 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

M I A N 

 
 

Diundangkan di Arga Makmur 

Pada tanggal   3 Oktober 2017                  
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 

ttd 

HARYADI 
   

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34 
 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab.Bengkulu Utara 

 

        
 

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.         

NIP.19690423 200212 1 003 

 


